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ABSTRAK : a.  bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka 

perlu membentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Palembang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang 

berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Palembang.  

- Dasar Hukum: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 

Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 

Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 

Tahun 2010; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 40 Tahun 

2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kota Palembang No. 44 

Tahun 2002; Perda kota Palembang No. 15 Tahun 2004; Perda Kota 

Palembang No. 6 Tahun 2008. 

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, dengan sistematika  

sebagai berikut: 

a. Ketentuan Umum; 

b. Pembentukan; 

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; 

d. Wewenang, Hak dan Kewajiban; 

e. Susunan Organisasi; 

f. Eselon; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 

h. Pengangkatan dan Pemberhentian; 

i. Tata Kerja; dan 

j. Ketentuan Penutup. 

 

STATUS : - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. 

- Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat 

internal, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan. 

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang 

Tahun 2006 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Palembang. 

- Diundangkan pada tanggal 8 Mei 2012. 

 



CATATAN : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam 

penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 


